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GIIBERIrUR I(ALIIIfiANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR .'"1 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2{J^16

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTAI?A,
Menirnbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 dan sesuai
ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan peraturan
Gubernur tentang Rencanan Kerl'a Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor lO4 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor aa2ll;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aTool;



5.

6.

l.

8.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2Ol2 tentang
Pembentukan Frovinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2An Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang 23 Tahun 2O14 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peratura.n Pernerintah Nornor 56 Tahun 2OOs
tentang Sistern Inforrnasi Keuangan Daeratr
(Lernbaran Negara Reprlblik Indonesia Tal.un
2OO5 Nornor 138, Tarnbal.an Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor a5761;

Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia. Tahun 2OO5 Nornor
1ao);

9. Peraturan Pernerintah Nornor 65 Tahun 2OOs
tentang Pedornan Pen5rusrulan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minirnal (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nornor 65,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor a585);

1O. Peraturan Pernerintah Nornor 3a Ta}.un 2OOT
tentang Pernbagian lJrusan Pernerintatran antara
Pernerintah, Pernerintal.an Daerah Provinsi, dan
Pernerintal. an Daerah Ka"bupaten/Kota
(Lernbaran Negara Republik Indorresia Tahun
2OAZ Nornor 82, Tarnbatran Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor a737);

Peraturan Pernerintah Nomor 6 Ta}.un 2OO8
tentang Pedornan Evaluasi Penyelenggaraan
Pernerintah Daerah (Lernbaran Negara. Tal.un
2OOa Nornor 19, Tarnbal.an Lernbaran Negara
Nornor a8 15);

Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahr.n 2OO8
tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunarl,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencarra
Pernbangurran Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Takrun 2OOB Nornor 21,
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor
aaLTl;
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13. Peratllran Pernerinta}. Nornor 26 Tahun 2OOa
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lernbararr Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nornor 48, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor a833);

14. Peratrrran Pernerintah Nornor 19 Ta}-un 2OLO
tentang Tata Cara- Pelaksanaan Ttrgas Dan
W'ervenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernr-lr
Sebagai \Makil Perrrerintah Di Wilayatr Ilrovinsi
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O1O Nornor 25, Tarnba}.an Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5107) sebagairrrana
telah diubatr dengan Peraturan Pernerinta}.
Nornor 23 TaLr.un 2011 tentang PeruLrahan Atas
Peraturan Pernerintah Nornor L9 Tahun ZALO
tentang Tata Cara- Pelaksanaan Tugas Dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernr;r
Sebagai Wakil Pernerintah Di Wilayah Provinsi
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tatrr.n
2OLL Nornor 44, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 52A91;

15. Peraturan Presiden Nornor 2 Ta}.un 2015 tentang
Rencana Pernbangurran Jangka Menengah
Nasional Tahun 2O1_5-2O L9;

16. PeratLlran Presiden Republik Indonesia- Nornor 6OTatrrn 2015 tentang Rencana Kerja Pernerintah
(RKP) Ta}-un 2OL6;



MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalarn Peraturan ini, yang dirnaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Kalirnantan Utara.
2. Pernerintakr Daerah Provinsi adalah Pernerintah

Da-erakr Provinsi Ka-lirnantan Ljtara.
3. Gubernur adalal Gubernur Kalirnantan Utara.

4. Kabupaten/Kota adala}- Kabupaten/Kota di
Wilayah Provinsi Kalirnantan tltara-
Satuan Kerja. Perangkat Da,erakr yang
selanjutraya disingkat SKPD adalah Perangkat
Daeratr Frovinsi Kalirrrantan lJtara selaku
Penggrrna Anggaran. / Prngguna Barang.

Perencanaan adalatr proses r.ntuk rnenentukan
tindakan lnasa depan yang tepat, rnelalui
urutan pilikran, dengan rnernperhitungkan
surnberdaya yang tersedia.

Prograrn adalah penjabaran kebijakan SI(PD
dalarn bentrrk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan rrrenggunakan
surnberdaya. yang disediakam untrrk rrrencapai
Lrasil yang terukrrr seu.ai dengan rnisi SKPD.
Kegiatan adala-l. bagian dari prograrrr yang
dilaksanakan oleh sattr atau lebih unit kerja"
pada" SKPD sebagai bagi6111 dari pencapaian
sasaran terukur pada. suatu program dan
terdiri dari sekurnpulan tindakan pengerahan
surnberdaya, baik berupa personal (SDM),
barang rnodal terrnasuk peralatan dan
teknologi, dana, atall kornbinasi dari beberapa
atau kesernua jenis surnberdaya tersebut,
sebagai rnasukan {input} untuk rnenghrasilkan
keh.raran (output), dalarn bentrrk barang dan
jasa.
Rencana Tahunan Pernbangunan Daerah yang
selar{utnya- disebut RI(PD adalah dokurnen
pererrcana daerah yang rnerupakan dokurnen
untuk periode 1 (satu) Tahun.

5.

6.

7.

8.

9.
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lo.Rencana Kerja. dan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah
dokurnen pererrcanaa.n dan penganggararr
SKPD trntuk periode 1 (satu) Tatrun.

1 l.Kebijakan tJrnurn APBD yang selan{utnya
disebut KUA adalah dokurrren yang rnernuat
kebijakan bidang pendapatarr, belanja. dan
pernbiayaan serta asurnsi yang rnendasarinya
untuk periode 1 (safir) tahun.

I"2.Priorita.s dan Plaforr Anggaran Sernentara y€Lng
selanjutnya disebut PPAS adalah progra.rn
prioritas dan patokan batas rnaksirnal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acLran:l dalarn
penJrusunan Rencana l(erja Anggaran (RKA)-
SKPD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD Tatmn 2OL6 rrerrga.cu pada RKP 2A16
dan RPJMN 2OL5-2O19, yang ffrerrruat Evalr'asi
Hasil lGnerja Perrrbangunan Daerah, Rancangan
Kerangka Ekonorni Daerah, Prioritas
Pernbangr-rnan Daeratr Takrr.n 2AL6 serta. Kaidah
Pelaksa.naa.nnya.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
(1) Penetapan RKPD Tahr- n 2OL6 dirnaksudkan

sebaga.i pedornan dalarn :

a. Pen5rusLrnan Renja-SKPD, KUA dan PPAS
serta APBD provinsi tal-un anggaran 2OL6;
dan

b. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota

(2) Penetapan RKPD Tahun 2o-16 rreffrpunyai
tujuan unttrk rnewtrjudkan perencanaan
pernbangunan daeratr yang sirrergis dan
terpadu antara pererrca.naan pernbangunan
nasional, Provinsi dan Ka.bupaten/Kota serta
dengan provinsi yang berbatasan.



( 1) Sisternatika

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

RKPD Tahun 2016 rneliputi:

a.BAB I : PENDAHULUAN
Mernuat Latar Belakang; Dasar
Hukrrrn ; Hubungan Antar Dokuffren;
dan Sisternatika Dokurnen RKPD;
serta Maksud dan Tujuan.

b.BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANA
PELAKSANAAN RKP TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Mernuat Garnbaran (Jrnurn Kondisi
Daerah; Evaluasi Pelaksanaan
Prograrn dan Kegiatan RKPD
sarnpai Tatmn 2AL4, serta
Perrna-salahan
Daera}..

Pernbangurrara

c. BAB III: RANCANGANKERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
Mernuat Arah Kebijakan Ekonorni
Daerah; dan Arala Kebijakan
Keuangan Da.era-h.

d.BAB IV: PRIOzuTAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Mernuat Tujuan dan Sasaran
Pernbanglrnan serta Priorita,s
Pernbangunan.

e. BAB V: RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN 20=16
Mernuat Prioritas dan Arah
Kebijakan, Arah Kebijakan,
Pengernbangan; Prioritas
Pernbangunan Ta}.un 2o-16 serta
Matrik Rekapitrrlasi Rencana
Prograrn dan Kegiatan"

f. BAB VI:PENUTUP.
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(2) Isi beserta uraian sisternatika RI{PD
seba.gairnar:r.4" dirnaksud pada ayat ( 1)
tercanturn da.larn Larnpiran yang rnerupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

EiAEI V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan.
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal
R" GUBERNUR KALIMANTA}I UTARA,

TRIYONO BUDI SASONGKO
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